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BAB Il
PENUANGAN MEDIASI KE DALAM AKTA

3. 1. Proses Kesepakatan Untuk Pembautan Akta Medsa

Hukum formil yang berlaku bagi Mediasi baik pasaB0lHerzien
Indonesie ReglemerHIR) maupun pasal 15Rechtsreglement Buitengewesten
(Rbg), mendorong para pihak untuk menempuh prosedamaian yang dapat
diintensifkan dengan cara mengintegrasikan prase®énggabungan dua konsep
penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saleigutapi kekurangan yang
dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan ngsnasing.

Untuk bidang-bidang tertentu bidang-bidang ituaerjperselisihan maka
para pihak yang berselisin wajib menempuh penyelesggang diatur oleh
Undang-Undang tersendii¢ompulsory dispute resolutiorfuang lingkup UU
Arbitrase dan APS menjadi lebih sempit penggunaarkayena perselisihan yang
terjadi didalam bidang-bidang tersebut diatas waigelesaikan menurut Undang-
Undang yang mengatur bidang tertentu tersebut, riseppaya yang dapat
dilakukan konsumen, yang hak dan kewajibannya diiingi oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan s#tmen ("UU
Perlindungan Konsumerty dalam Pasal 4 dan 47 UU Perlindungan Konsumen

menyebutkan bahwa :

1.Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugatkyelzssaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dmasumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di ling&arperadilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuhuinadaigadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pibag bersengketa.

3.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaidiamksud pada ayat 2
tidak menhilangkan tanggung jawab pidana sebagardatur dalam Undang-
undang.

4 Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketaskimen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempulbilapaipaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihaki aikeh para pihak yang,
bersengketa.

*8 IndonesialUndang-Undang tentang Perlindungan Konsuméd,No. 8 Th. 1999, LN No.
42 Th. 1999. TLN No. 7898
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“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadiiaelenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarayt g dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidaknakajadi kembali atau tidak
akan terulang kembali kerugian yang diderita olehskimen.”

Proses penyelesaian perselisihan menurut dan laekdasPasal 6 UU

Arbitrase dan APS terjadi dalam tahapan sebagd#iuier

1. Tahap pertama: Pertemuan langsung (Ps. 6 gyat (2
Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalaaktu paling lama 14
(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalaatustesepakatan tertulis.

2. Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau meqRso 6 ayat (3)).

Jika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepaiatalis para pihak sengketa
atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuaargg@tau lebih penasihat
ahli maupun melalui seorang mediator.

3. Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui banteanbaga-lembaga APS

atas permintaan para pihak (Ps.6 ayat (4)).

Jika kata sepakat tidak tercapai atau mediatottidak berhasil mempertemukan

kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubsetguah lembaga

alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjukaseo Mediator. Mediator

adalah pihak ketiga yang netral (berada ditengapaie) yang memberikan

bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa untekdapat penyelesaian

yang memuaskan. Proses Mediasi ini dilakukan seivaga berikut:

a) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasus sudah dapat
dimulai.

b) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari hareicapai kesepakatan
dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh sepiliak yang terkait.

c) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda persiqza tertulis
adalah final dan mengikat para pihak.

d) Pendaftaran putusan itu wajib didaftarkan di PeitgadNegeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persadganan.

e) Putusan sengketa wajib dilaksanakan dalam waktingpdhma 30 (tiga
puluh) hari sejak pendaftaran.

4. Tahap keempat : Arbitrase

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dRdaed 6 ayat (1) sampai
dengan ayat (6) UU Arbitrase dan APS tidak dapeapmhi, maka para pihak
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat jukaga usaha

penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase darrasbkitd-hoc

Ketentuan Pasal 6 UU Arbitrase dan APS ini tidakngatakan bahwa
koneksitas antara tahap negosiasi dengan lemba§adaR lembaga Arbitrase
harus terjadi secara berurutan, yang secara inipeaatis dimulai dari negosiasi,
mediasi, yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidalamaya ketentuan yang bersifat

imperatif ini, maka para pihak yang bersengketa aeda pendapat mempunyai
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hak opsi untuk memilih, untuk langsung minta peegaian ke Arbitrase atau ke
APS.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mahgddn memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwarhukdak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadil Ketentuan dimaksud
tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdataraseperdamaiafi.
Pengaturan mengenai mediasi dalam hukum positiatdepa temukan dalam
ketentuanpasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Arbitrase dan APS d&mat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Reddyaan Pengadilan
Tingkat Pertam® menerapkan Lembaga Damai dan Perma Prosedur Medias
yang melatarbelakangi lahirnya Perma Mediasi.

Salah satu ketentuan menarik dari Perma Mediasaladzasal 2 ayat 3,
"tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan paratuni merupakan
pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkamsantbatal demi hukum®.
Selain sanksi itu, ada juga Pasal 4 yang bisa diggdrubahan mendasar, yakni
batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. DAtma ini, semua perkara
selama tidak masuk dalam yang dikecualikan, itiamdiskan untuk menempuh
mediasi. Kewajiban mediasi cukup luas. Para pihakajtbkan untuk mediasi
untuk perkara-perkara sepanjang tidak dikecualildalam Pasal 4 vyaitu
pengadilan niaga, pengadilan hubungan industriahekatan atas keputusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dardtan atas keputusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Semuaketangerdata wajib
terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melaludg@aian dengan bantuan
mediator. Jadi dia tidak melihat pada nilai perkaidak melihat apakah perkara
ini punya kesempatan untuk diselesaikan melaluiiaseditau tidak, motivasi
para pihaknya apa, itikad para pihak mengajukakaparitu apa, apa para pihak
punya kemauan atau ketulusan hati untuk bermedtasi tidak. Tidak menjadi
persoalan berapa banyak pihaknya, atau pihaknya di@ana. Jadi,

pendekatannya sangat luas.

¥ pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman.

% |Indonesia,Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaamdtilan Tingkat
Pertama,SEMA No. 1 Th. 2002.
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Sejauh ini mediasi baru diatur dalam UU Arbitrassn dAAPS. Namun
pengaturan tentang APS seperti mediasi masih misieng dibutuhkan adalah
pengakuan atau penghargaan terhadap kesepakatgndiymeroleh dari proses
mediasi. Harus ada pengakuan atau penghargaan huatas kesepakatan
mediasi. Jangan sampai masyarakat atau para pileaghabiskan waktu dan
biaya untuk mencapai kata sepakat, tetapi kesemakgd tidak mendapat
pengakuan atau penghargaan sebagaimana mestiriga.dta pihak yang ingkar
janji, mereka harus mengajukan gugatan ke pengeldeena berdasarkan pasal
1888 KUH Perdata menyatakan bahwa perdamaian memapkekuatan hukum
yang sama seperti putusan pengadilan yang berlaakumatkum tetap. Artinya,
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapahsuslap langsung
dieksekusi.

Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusapeygelesaian
sengketa dapat dikategorikan dal®ertama;prosesadjudikasi,dimana sifat dari
penyelesaian sengketa menempatkan para pihak y@asgngketa pada dua sisi
yang berhadapan wewenang untuk memutus bersifal klln menan(vin-lose)
proses penyelesaian sengketa yang masuk dalamokategadalah peradilan
(ltigasi) dan arbitraseKedua; proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian
sengketa menempatkan para pihak pada posisi yahgg sbekerja sama
(cooperative)dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengarkégatusan
baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan Ihksputusan sama-sama
bersifat menangwin-win). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam
kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasnbudsman dan pencari fakta
bersifat netralKetiga; proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sanigke
biasanya adalah penggabungan antara dua proseslgsaign sengketa di atas,
sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dédai poses yang dikolaborasikan.
Adapun proses penyelesaian sengketa yang masukn dagegori ini adalah
mediasi arbitrase, persidangan m{mini trial), pemeriksaan juri secara sumir
(summary jury trial)evaluasi netral secara dijearly neutral evaluation)

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracaperdjadilan dapat
menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kmkiman penumpukan

perkara di pengadilan. Selain itu institusionaligaeses mediasi ke dalam sistem
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peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fulegsbaga pengadilan
dalam penyelesaian sengketa di samping proses gilgayang bersifat
memutus (adjudikatif). Hukum acara yang berlaku baik pasal 1B@rzien
Indonesis ReglemerfHIR) maupun pasal 15Rechtsreglement Buitengewesten
(Rbg), mendorong para pihak untuk menempuh prosgslamaian dengan
pengertian perdamaian menurut hukum positif seb@mah dicantumkan dalam
Pasal 1851 KUHP Perdata adalah suatu perjanjiagatiemana kedua belah
pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau mensietn barang, mengakhiri
suatu perkara yang sedang bergantung atau mendegalinya suatu perkara,
dikenal juga dengan istilatiading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai
untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsyanterus suatu perkara.
Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 60 UU KelamXehakiman yang
berbunyi:

(1)  Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembpgayelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur ysegadati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan carsktasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelasaisengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dikaangdalam
kesepakatan tertulis.

(3)  Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksiadgyat (2) bersifat
final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakamyde itikad baik.

KUH Perdata yang telah mengatur dan menentukarygatsn syahnya
suatu perdamaian secara limitagéperti yang termuat dalam Pasal-Pasal 1320,
1321 dan 1851 sampai dengan 1864. Perdamaian htasigersetujuan kedua
belah pihak. Unsur-unsur persetujuan yakni adamaya kepakat secara sukarela
(toesteming)kedua belah pihak cakap dalam membuat persetupekuvamnied),
objek persetujuan mengenai pokok yang tertenibepdalde onderwerp),
berdasarkampersetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat qaaddé setiap unsur
esensialnya suatu persetujuan

Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg mengatakan bahwalapgadidamaian
telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan peida yang disebut dengan
akta perdamaianAkta yang dibuat ini harus betul-betul dapat memgak
sengketa yang terjadi antara kedua belah pihakebeapa apabila tidak maka
dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggagktisyah dan tidak mengikat
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para pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamb&us dibuat dalam
persidangan majelis hakim, disinilah peran hakimgaa dibutuhkan dalam akta
perdamaian ini dapat diwujudkan.

Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa gfahgatia. Syarat
untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu akkid atas dasar
persengketaan para pihak yang sudah terjadi, @k gudah terwujud maupun
yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukanpk&ngadilanSehingga
perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas pelikeeagadilan. Hal ini berarti
bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perglategy belum diajukan ke
pengadilan. Bentuk perjanjian damai yang dapatukiéaj ke depan sidang
pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk aktais@ttau akta dibawah tangan

Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta peida), dalam pasal
1851 KUH perdata disebutkan bahwa persetujuan pe@da itu sah apabila
dibuat secara tertulis dengan format yang telaletapkan oleh ketentuan
peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksaperatif) dengan
demikian tidak ada persetujuan perdamaian apaligksdnakan secara lisan,
meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi m&ncoret satu
katapun dari isi akta perdamaian yang telah dilmlehpara pihak yang telah
melakukan perdamaian itu, melainkan harus diters@eara bulat, mengambil
sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian Jadi dalam membuat
keputusan perdamaian itu haruslah terpisah deniganparsetujuan perdamaian.
Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yamgdmgketa, baru kemudian
persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengaddsgau hakim yang
menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan gabputusan perdamaian
dengan memberikan titel eksekusi.

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara pemtdaéah mempunyai
kekuatan hukum tetafpn kracht van gewijsdejan tertutup untuk upaya banding

dan kasasi Dalam pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa semua

perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis halkiam anempunyai kekuatan

hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnyandétegkat penghabisan.
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Perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alas&hila&an mengenai
hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugdkaim putusan perdamaian itu.
Oleh karena perdamaian itu telah mempunyai kekuatakum tetap, maka
baginya tertutup untuk adanya upaya banding ataaskaArtinya sudah melekat,
pasti dan tidak ada penafsiran lagi sehingga meggikekuatan eksekutorial

Perma Mediasi juga membedakan perdamaian yang tditaleam bentuk
akta perdamaian dengan kesepakatan perdamaian Redtdta dan UU Arbitrase
dan APS tidak membedakan. Perma Mediasi menyatak&n perdamaian dan

kesepakatan damai dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pagat % sebagai:

“Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kdsdgpa perdamaian dan
putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdan@&isebut yang tidak
tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.”

“Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang mesyaaht-syarat yang
disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengyatg merupakan hasil dari
upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediaorlehih berdasarkan
Peraturan ini.”

Bila dicermati dari kacamata hukum, perdamaian ydibgat secara sah
akan mengikat. Menurttony Budidjaja kekuatan dari sebuah upaya perdamaian
dari adanya Perma Mediasi sebagai befikut:

“Undang-Undang juga berusaha memberikan perlindungtari hal-hal
eksepsional. Misalnya, perdamaian itu dibuat karwede misrepresentasi, bahan
perkaranya sudah keburu diputus. Ada eksepsi peaiae yang
memungkinkan suatu perdamaian bisa dituntut perabedga. Apabila
perdamaian dibuat secara sah memenuhi semua pEsyarang ditentukan,
perjanjian itu harusnya berkekuatan hukum mutladtapi kalau misalnya ada
cacat dalam pembuatan perdamaian tersebut teatdapat dibatalkan.”

Pasal 13 PBI Mediasi Perbankan, ada suatu daya [fimkperatif) kepada
Bank, bahwa Bank wajib melaksanakan hasil penyeleseerselisinan perbankan
antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakatditleangkan dalam Akta
Kesepakatan (perdamaian) hasil dari proses medi&sngan obyek
perselisihannya merupakan tuntutan finansial, yaiémurut Pasal 2 PBI Mediasi
Perbankan berupa kerugian finansial Nasabah katesalahan atau kelalaian
Bank. Mediasi perbankan, merupakan bentuk fasilBank Indonesia mengenai

perlindungan konsumen, dalam hal konsumen suatki dgaerbila dirugikan.

. Tony Budidjaja, 7anpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi
Hukum, http:/iwww.hukumonline.com(12-10-2008).
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3.2.Pembuatan Akta Mediasi Dari Kesepakatan Damai Mngenai
Perselisihan Penjaminan Bangunan Secara Fidusia Dgan Akta Otentik

Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasanstruktie voor de
Notarissen Residerende in Nederlands Intkaegan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret
1822, kemudian dengdReglement op Het Notaris Ambt in IndongS&.1860
3), dan Reglement ini berasal dakiet op het Notarisamhtl842), kemudian
Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PIN. NdeskNotaris di Indonesia
diatur dalam bentuk Reglement, hal tersebut tidmkadalahkan karena sejak
lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturanngakt lebih dari bentuk
Reglement. Setelah lahirnya UUJN keberadaan aktaarido mendapat
pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undadgng, dalam hal ini
ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.

Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris meyapu
kewenangan untuk membuat akta, dan syarat sertentkan akta Notaris
berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN dengan akutainhdari akta Notaris
menurut Pasal 84 UUJN mengenai sanksi perdatadaphiotaris dan Pasal 85
UUJN mengenai sanksi administratif terhadap Notamnaska tidak ada sanksi bagi
Notaris jika akta yang dibuat di hadapan atau di&ftaris tidak memenuhi
ketentuan Pasal 38 UUJN. Meskipun UUJN tidak mengsaénksi bagi Notaris
yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuaal B&3JUJN, maka dalam
hal ini harus dikaitkan dengan aturan hukum laingyada hubungannya dengan
akta Notaris, dalam hal ini yaitu Pasal 1868 daf91BUH Perdata. Karakter
yuridis akta Notaris, yaitu :

a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudaéndukan oleh undang-
undang (UUJN).

b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan parakpitian bukan keinginan
Notaris;

c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaaigi dalam hal ini
Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersammaspara pihak atau

penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
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Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapégrikat dengan
akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan laifaiseyang tercantum dalam
akta tersebut.
Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapatukitak atas kesepakatan
para pihak yang namanya tercantum dalam akta.atlkayang tidak setuju,
maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan pleomemn ke pengadilan
umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikatkggan alasan-alasan
tertentu yang dapat dibuktikan.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untukitaerakta Notaris

juga merupakan dasar legalitas eksistensi aktaridptdengan syarat-syarat

sebagai berikut :

a.

akta itu harus dibuat olefdoor) atau di hadapaften overstaan) seorang
Pejabat Umum.
akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentudah undang-undang,
Pejabat Umum oleh — atau di hadapan siapa akthhtat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta tersebut. Wewenangriblotaeliputi 4
(empat) hal, yaitu :
1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkatyang harus
dibuat itu;
2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oramgn() untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat.
3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tedipagna akta itu di
buat.
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakitbysgan akta itu.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktiarageabakta dibawah

tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentselmagai mana tersebut dalam
Pasal 1869 BW, yaitu karena :

tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkatan,

tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau

cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidaktddiperlakukan sebagai
akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktebagai akta dibawah

tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh pituak.

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Valyana Ester, FH Ul, 2009



51

1. Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat danuBeAkta tidak
menentukan mengenai Sifat Akta. Dalam Pasal 1 angk#JJN menentukan
bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibleit atau di hadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalddN.

Akta yang dibuat oleljdoor) Notaris dalam praktek Notaris diseliitta
Relaas atauAkta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan
disaksikan Notaris sendiri atas permintaan paraakpiragar tindakan atau
perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan laeddentuk akta Notaris.
Akta yang dibuat di hadapaften overstaan) Notaris, dalam praktek Notaris
disebutAkta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyatasa ppiaak
yang diberikan atau yang diceritakan di hadaparaftPara pihak berkeinginan
agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dadatuk akta Notaris..

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupunpéhak, yang menjadi
dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaits, harus ada keinginan atu
kehendak(wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan
permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tialekn membuat akta yang
dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaaua pihak Notaris dapat
memberikan saran dengan tetap berpijak pada atuiamm. Ketika saran Notaris
diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam aktaaNs, meskipun demikian
tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinglaanpermintaan para pihak,
bukan saran atau pendapat Notaris atau isi aktapakan perbuatan para pihak
bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan sakahkarakter yuridis
dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagdake dari akta tersebut, Notaris
tetap berada di luar para pihak atau bukan pihd&ndakta tersebut. Dengan
kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika sw@tia Notaris dipermasalahkan,
maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihalkk hng turut serta
melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikhg&kum Pidana atau
sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam pepexdata.

Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut séata rmembantu para

pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatlea@r&ngan palsu ke dalam
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akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai datgyang berkaitan dengan

akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, rhakgrsebut telah mencederai

akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami olgrarat hukum lainnya
mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris diried@. Siapapun tidak dapat
memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atengah kata lain terikat dengan
akta Notaris tersebut. Dan jika suatu akta Notdiermasalahkan oleh para
pihak, maka :

1. para pihak datang kembali ke Notaris untuk memlal¢d pembatalan atas
akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dkaatasudah tidak
mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggegpla akibat dari
pembatalan tersebut.

2. jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutduk dibatalkan, salah
satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengagatgo untuk
mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bavemigan. Setelah
didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugasgatdmemberikan
penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sulidégradasikan, sehingga
tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, mengeaiini tergantung
pembuktian dan penilaian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pitmegtasa dirugikan dari
akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang meragayifian dapat mengajukan
gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaaisgybersangkutan, dengan
kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus tddgauktikan bahwa
kerugian tersebut merupakan akibat langsung dde &lotaris. Dalam kedua
posisi tersebut, penggugat harus dapat membukégarsaja yang dilanggar oleh
Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan lspateril atas akta Notaris.
Dengan menggunakan parameter Pasal 15 dan Pas&) B8 jis Pasal 1868 dan
1869 KUHPerdata, maka apabila suatu akta yang tdihudzadapan Notaris tidak
memenuhi syarat sebagai akta Notaris, yaitu : daktiberwenangnya pejabat
umum yang bersangkutan, atau 2) tidak mampunyabaiejamum yang
bersangkutan, atau 3) cacat dalam bentuknya.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik gEpgntidak

dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, ataatafi& juga berwenang
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membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak a&gabpt lain, mengandung
makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat aktatilotenempunyai
wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya menapwexwenang terbatas.
Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notarisvaang ini merupakan
suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melaku@atu tindakan di luar
wewenang tersebut. Tindakan Notaris diluar wewengamyg sudah ditentukan
tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatdnadiwewenang Notaris. Jika
menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang nierkan kerugian secara
materil maupun immateril dapat diajukan gugatapémgadilan negeri.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oram@n() untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notdapat membuat akta untuk
setiap orang, tapi agar menjaga netralitas (imprslotaris dalam pembuatan
akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN idNoi@ak diperkenankan
untuk membuat akta untuk diri, sendiri, isteri/suaatau orang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notarig lkeiena perkawinan
maupun hubungan darah dalam garis keturunan luwbawah dan/atau ke atas
tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis keirgars@mpai dengan derajat
ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, @@ dalam suatu kedudukan
ataupun dengan perantaraan kuasa.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai teofipaiana akta itu di
buat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Ndtarus berkedudukan di
daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesaagad keinginannya
mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di ddexlhpaten atau kota (Pasal
19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabateeliputi seluruh wilayah
propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayatU{2IN). Pengertian pasal-
pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankarstjgiztannya tidak hanya
harus berada di tempat kedudukannya, karena Not@nspunyai wilayah jabatan
seluruh propinsi. Hal ini dapat dijalankan denga&tektuan menjalankan tugas
jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam \aitayabatan satu propinsi
tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak tererserus.

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan pelda@pgada Notaris

untuk merambah dan melintasi batas tempat keduddi&bEam pembuatan akta,
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dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan, jikallupaten atau kota tersebut
tidak ada Notaris, meskipun bukan suatu hal yarngrafig untuk dilakukan,
karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannyaad wilayah jabatannya
atau di luar propinsi (Pasal 17 huruf a UUJN).

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktbysgan akta itu.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harlasndkeadaan aktif, artinya
tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementaktu. Seorang Notaris
dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dékegantuan tidak kehilangan
kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatatadeygan demikian dapat
menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Penggahingga yang dapat
mengangkat Notaris Pengganti, yaitu Notaris yaniy sakit atau berhalangan
sementara (Pasal 1 angka 3 UUJN)., yang setelalhabis protokolnya dapat
diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikansgdangkan tugas jabatan
Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat SementarariNot@nya dapat dilakukan
untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dealgaan :

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa jabatannya;

C. minta sendiri;

d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untulaksenakan tugas
jabatan sebagai Notaris secara terus menerusdahiB (tiga) tahun;

@

pindah wilayah jabatan;
f. diberhentikan sementara, atau
g. diberhentikan dengan tidak hormat;

Untuk Notaris Pengganti Khusus berwenang untuk nuamakta tertentu
saja yang disebutkan dalam surat pengangkataneyagad alasan Notaris yang
berada di kabupaten atau kota yang bersangkutara lardapat seorang Notaris,
dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Udak\bbleh membuat akta
yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat dilas&epada ketentuan Pasal

52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang dikaat.
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2. Akta Notariil Mediasi Penjaminan Bangunan Secardridusia
Undang-Undang melekatkan kekuatan istimewa padaNdétaris, khusus
mengenai tanggalnya, tanggal dibuatnya akta tetselolah pasti, dan tidak perlu
dipermasalahkan lagi. Hal ini adalah berbeda detgaggal yang terdapat diatas
akta dibawah tangan, yang bisa dibuat dengan thnggja atau tanggal mundur,
sesuai yang dikehendaki oleh pihak yang bersangks&ain mengenai kepastian
tanggal, akta Notaris sebagai akta otentik mempuigea kekuatan pembuktian,
yaitu sebagaimana dijelaskan oleh G.H.S Lumbannitpherdiri atad$?

a. Kekuatan pembuktian forrfiformele Bewijskrachy)

Berarti, bahwa, akta Notaris tersebut membuktikzahwa kedua belah pihak
pada hari, dan tanggal yang tersebut dalam aktabé&nar-benar datang
menghadap dihadapan Notaris untuk membuat akiebtdtrs

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa seskgjadian dan fakta
tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Netatau diterangkan oleh
pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercadfalam akta sesuai
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pearba&ta. Secara formal
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentarigtanggal, bulan, tahun,
pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang meraghagaraf dan

tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Noserie membuktikan apa
yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notarjpada akta pejabat/berita
acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyaiaa@n pihak/penghadap
(pada akta pihak).

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal juga( dengan tidak
mengurangi pembuktian sebaliknya) yang merupakambp&tian lengkap,
maka aktgpartijdan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, depgagertian
bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalamakeglongan akta itu
ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, yemiky ada di dalam akta
partij maupun di dalam akta pejabat, mempunyai kekuatambpktian formal
dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yaiagdan terdapat di atas
tandatangan mereka.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pih@ka harus dibuktikan
formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikeatidakbenaran hari,
tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, menkarktiketidakbenaran
mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenapan yang dilihat,
disaksikan dan didengar oleh Notaris. Selain igajharus dapat membuktikan
ketidakbenaran  pernyataan atau  keterangan  para k pihgang
diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan k&bénaran tandatangan para
pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pat@buakta yang tidak
dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperna&ialn akta tersebut harus
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal ksf@mal dari akta
Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenatersebut, maka akta
tersebut harus diterima oleh siapapun.

2 G.H.S. Lumban Tobindg?eraturan Jabatan NotarigJakarta : Erlangga, 1980), hal. 135-
157.
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Dengan demikian, siapapun boleh untuk melakukangipgkaran atau
penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jdagybersangkutan merasa
dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau Mt#aris. Pengingkaran atau
penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan syagatan ke pengadilan
umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahaasgek formal yang
dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang beksdéamg Misalnya, yang
bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Npgatéshari, tanggal, bulan,
tahun dan pukul yang tersebut pada awal akta, mtrasa tanda tangan yang
ada dalam akta bukan tanda tangannya. Jika h&trjaidi, yang bersangkutan
atau penghadap tersebut berhak untuk menggugatidNd&n penggugat harus
dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formaltiatse

b. Kekuatan pembuktian mateiiMateriele Bewijskracht).

Bahwa isi dari akta tersebut adalah benar, yaitumdaapa yang dituangkan
didalam akta tersebut benar-benar terjadi. Kekuatambuktian materiil juga
disebut kekuatan pembuktian mengikat.

Dahulu dianut pendapat, bahwa dengan kekuatan pdimbuformal tadi
habislah kekuatan pembuktian dari akta otentik.dBpat sedemikian sekarang
ini tidak dapat diterima lagi. Ajaran semacam iang dinamakaride leer van
de louter formele bewijskrachtélah ditinggalkan, oleh karena itu merupakan
pengingkaran terhadap perundang-undangan sekakahgtuhan praktek dan
sejarah. Kepastian tentang materi suatu akta sgegding, bahwa apa yang
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yangeshhdap pihak-pihak yang
membuat akta atau mereka yang mendapat hak daakbedntuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknftegenbewijs)Keterangan atau pernyataan
yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (ataiiebacara), atau keterangan
para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapaifi¢éodan para pihak harus
dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkandt dalam akta berlaku
sebagai yang benar atau setiap orang yang datanghaap Notaris yang
kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalamtedktas dinilai telah benar
berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/ketemampgra penghadap tersebut
menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungljawara pihak sendiri.
Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan deamiksi akta Notaris
mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, ménjtdyang sah untuk/di
antara para pihak dan para ahli waris serta parerjpea hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek material dari akta,anyakg bersangkutan harus
dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan menyatakan yang

sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telaarthberkata (di hadapan
Notaris) menjadi tidak benar berkata dan haruskdian pembuktian terbalik

untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian material, sa@atingnya dengan
kekuatan pembuktian lahiriah dan kekuatan pembukbamal. Satu dan yang
lainnya saling memperkuat, bahwa suatu akta adddhotentik.

c. Kekuatan pembuktian kelugyitwendige Bewijskrachy)

Berarti, bahwa akta Notaris bukan saja mengikaa pittak yang membuatnya.
Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahlisnge dan bagi orang-orang
yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Nptgang adalah akta
otentik, memberikan suatu bukti yang sempurna tentapa yang termuat
didalamnya. Kekuatan bukti yang sempurna beraatiwia bukti tersebut hanya
dapat dilumpuhkan, karena bukti lawan yang kual. iriadiatur dalam pasal
148 RV Rechtverodering)dan seterusnya. Yang menjadi permasalahan
bukanlah isi dari akta Notaris atau kewenangan yaingjliki oleh seorang
Notaris, akan tetapi hanya sekedar asli tidaknyaladatangan yang terdapat
diatas akta tersebut.
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Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemaamdari akta itu sendiri
untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. ldempuan ini menurut Pasal
1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada aktiagydibuat di bawah
tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru kerah, yakni sebagai yang
benar-benar berasal dari orang, terhadap siapaitak@dipergunakan, apabila
yang menandatanganinya mengakui kebenaran daratenmghnnya itu atau
apabila itu dengan cara yang sah menurut hukumt dégaggap sebagai telah
diakui oleh yang bersangkutan. Lain halnya dendda atentik. Akta otentik
membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yamign disebut dalam
bahasa latin?acta publica probant sese ipsafpabila suatu akta kelihatannya
sebagai akta otentik, artinya menandakan diriny@ Idar, dari kata-katanya
sebagai yang berasal dari seorang pejabat umung aldé itu terhadap setiap
orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapakttkan bahwa akta itu
adalah tidak otentik. Menurut beberapa penulis,angeundang tidak ada
sedikitpun menyinggung-nyinggung perihal kekuat@mbpuktian lahiriah ini,
namun sebagian terbesar dari para penulis meneadenya kekuatan
pembuktian lahiriah ini bagi akta-akta otentik.

Dengan demikian, nilai pembuktian akta Notaris daspek lahiriah, akta
tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat @uh. Secara lahiriah tidak
perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang laannjika ada yang menilai
bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syaratgsébakta, maka yang
bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebafira lahiriah bukan
akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikiaga jakta Notaris,
adalah akibat langsung yang merupakan keharusanketentuan perundang-
undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebdgjapembuktian dan dari
tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepadhagtgjejabat atau orang-
orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah t@kleppemberian tanda
kepercayaan kepada para pejabat itu dan pembegiaratan pembuktian kepada
akta-akta yang mereka buat.

Ketiga aspek (kekuatan pembuktian) tersebut di atasrupakan
kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentiksdgrapun terikat oleh akta
tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu pengaa pengadilan, bahwa ada
salah satu aspek yang tidak benar, maka akta myahamempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau @&k&ehbut didegradasikan
kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempuelaiatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikelkenaleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayaniyaresat yang
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat atentengenai keadaan, peristiwa

atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti inikamgrang diangkat sebagai
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Notaris harus mempunyai semangat untuk melayaniyanalkat dan atas
pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa td@janii oleh Notaris sesuai
dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honordcepada Notaris. Oleh
karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika mesyat tidak membutuhkannya.
Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai suatu Jabatan Publik mempunyai

karakteristik®®

a. Sebagai jabatan;

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang akeipt oleh negara.

Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan bigsng pekerjaan atau

tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untperduan dan fungsi

tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat lsetkenbungan sebagai suatu
lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada Jabatan hditandasi aturan

hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat lbedatman baik dan tidak
bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dedganikian jika seorang

pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di lusawenang yang telah
ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatlanggar wewenang. Dalam
UUJN Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat diaerhentikan oleh

menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yangmbiglangi kenotariatan

(Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secanairastratif diangkat dan

diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Natamenjadi subordinasi

(bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikibmaris dalam

menjalankan tugas jabatannya:

1. Bersifat mandir{autonomous);

2. Tidak memihak siapa-puimpartial);

3. Tidak tergantung kepada siapa-p@independent),yang berarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicamplef pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang megkatnya;
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan olelmgrintah tetapi tidak
menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notar@nya menerima
honorarium dari masyarakat yang telah dilayaningaradapat memberikan
pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masytaraka

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masgargng memerlukan
dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukundatr, sehingga Notaris
mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarngkiag dapat menggugat
secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi dan @ufiga ternyata
akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak seslg@igan aturan hukum yang
berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitasavistkepada masyarakat.

% Habib Adjie,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notariba®mi Pejabat Publik(Jakarta :
Refika Aditama, 2008hal. 32-36.
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Selaras dengan hal tersebut, seorang Notaris ted&agan Sumpah
Jabatan yang merupakan sumber dari etika profesi kitzde etik dalam
menjalankan jabatannya, yaitu tertuang dalam Pdsayat 2 UUJN yang
selengkapnya berbunyi :

“bahwa saya akan patuh dan setia kepada NegardbRemdonesia, Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneafu 1945, Undang-
Undang tentang Jabatan Notaris seria peraturamgang-undangan lainnya.”

“bahwa saya akan menjalankan jabatan saya denganadunjujur, saksama,
mandiri, dan tidak berpihak.”

“bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku sdga, akan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesiorkedtan, martabat, dan
tanggung jawab saya sebagai Notaris.”

“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan kew@nayang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan saya.™

“bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatanhbaik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apatidak pernah dan tidak
akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepapla gim."

Akta, atau disebut jugacten ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk
dijadikan alat buktf* MenurutVeegens-Oppenheim- Polaf® akta adalah "suatu
tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipeagan sebagai buktiAkta
Otentik adalah "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yamentdikan oleh
undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umung Y@nwenang untuk
maksud itu, di tempat di mana akta dibtfsBedangkakta Notaris adalah akta
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notarisung bentuk dan tatacara
yang ditetapkan dalam Undang-undand ini.

Menurut Abdul Kohaf?® akta itu dikatakan otentik, kalau dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artsgla Karena Notaris itu

adalah pejabat yang berwenang membuat akta, mékagakg dibuat di hadapan

54Abdul Kohar,Notaris Dalam Praktek HukuniBandung: Alumni, 1983), hal. 3.

5Tan Thong Kie,Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek NotarBuku I, (Jakarta: Ichtiar Baru
VanHoeve, 2000), hal. 154.

5%pasal 1868 KUHPerdata.
5Pasal 1 angka 7 UUJN.

88Ahdul Kohar,loc cit.
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Notaris adalah akta otentik, atau akta itu sah ysemgaja dibuat untuk dijadikan
alat bukti®® Menurut Veegens-Oppenheim-Poldkakta adalah "suatu tulisan
yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakéagai bukti.’Akta Otentik
adalah "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yaegtdkan oleh undang-undang
oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenatog amaksud itu, di tempat
di mana akta dibuaf* Sedangkari\kta Notaris adalah akta otentik yang dibuat
oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dacded yang ditetapkan dalam
Undang-undang irfi?

Menurut Abdul Kohar 3, akta itu dikatakan otentik, kalau dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artsgta Karena Notaris itu
adalah pejabat yang berwenang membuat akta, mékeakg dibuat di hadapan
Notaris adalah akta otentik, atau akta itu sahalPEs ayat (1) UUJN menegaskan
bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu mendbtiatsecara umum, dengan
batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang dited@poleh undang- undang.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenangphbuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetggnag diharuskan oleh
aturan hukum atau yang dikehendaki oleh yang bgksaan.

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum)kukgpentingan siapa
akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepegan.

4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dithadtjni sesuai dengan
tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Netd@arus menjamin
kepastian waktu menghadap para penghadap yangtiercaalam akta.

Mengenai suatu perjanjian sendiri, secara umunajrselari adanya para

pihak atau penghadap dalam perjanjigaonfparant yang dibuat dengan akta

Ibid.

°Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek NotariBuku I, (Jakarta: Ichtiar Baru
VanHoeve, 2000), hal. 154.

"pasal 1868 KUH Perdata.

"?pasal 1 angka 7 UUJN.

Abdul Kohar,loc .cit.
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Notaris, maka hal-hal berikut merupakan bagianetetipg dalam penyusunan

perjanjian (akta):
(i) Pilihan Hukum;

(i) Pembuatan Kontrak, yang menuangkan,;

a.
b.

hak dan kewajiban para pihak;

Waktu dan ketergantungan pelaksanaan hak dan kewmamasing-masing
pihak satu sama lain;

Peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat yang pentimgk menciptakan hak
dan kewajiban;

Peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat yang pentimigk mengakhiri hak
dan kewajiban, dan;

Apakah seluruh ketentuan perjanjian akan dibuaarsetertulis, jika ya,

apakah tulisan itu harus menyatakan demikian;

(iif) Pelaksanaan Perjanjian, yang menuangkan :

a.

jika perjanjian harus dibuat secara tertulis untidpat dilaksanakan,
ketentuan-ketentuan yang harus diatur dan siapag ydrarus
menandatangani, dan;

Jika suatu ketentuan dalam perjanjian harus dia&gattidak berlaku dan
tidak dapat dilaksanakan berdasarkan suatu ketentparundang-
undangan, klausula apa saja yang masih terus herlden dapat

dilaksanakan;

(iv) Wanprestasi, menuangkan hal berikut ini :

a. Definisi wanprestasi, dan;

b.Bersama kerugian akibat wanprestasi;

(v) Perlindungan bagi pihak yang dirugikan, menamg;

a. perlindungan bagi pihak yang dirugikan;

b. Metode penyesaian sengketa;

c. Pernyataan yang berkaitan dengan biaya hukum, da

d. pilihan forum penyelesaian sengketa;

(vi) Bilamana dikehendaki: klausularce majeuratauovermacht

Susunan tersebut diatas selanjutnya akan dituarigkdalam akta Notaris,

dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38NJyahg menetapkan suatu
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akta notaris terdiri dari bagian awal akta atauake@kta; badan akta; dan akhir
atau penutup akta, selengkapnya ketentuan PasblU3®l ayat 1, 2, 3 dan 4

menguraikan :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
a.awal akta atau kepala akta;
b.badan akta; dan
c.akhir atau penutup akta.
(2)  Awal akta atau kepala akta memuat:
a.judul akta;
b.nomor akta;
c.jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d.nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:
a.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargaaaga pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadayathu orang
yang mereka wakili;
b.keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c.isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pih|k yang
berkepentingan; dan
d.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta jsker jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap spksigenal.
(4)  Akhir atau penutup akta memuat:
a.uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimdktamd Pasal 16
ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat (7);
b.uraian tentang penandatanganan dan tempat penagdasa atau
penerjemahan akta apabila ada;
c.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjahatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d.uraian tentang tidak adanya perubahan yang tedadim pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yangt dagrapa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Agar akta Notaris tidak menjadi batal demi hukum danya mempunyai
kekuatan pembuktian sama dengan akta dibawah tasghagaimana ketentuan
Pasal 40 UUJN menentukan bahwa terhadap ketentasal B9 dan 40 UUJN
wajib terpenuhi atau dalam kata lainnya tidak baddanggar, yakni ketentuan
mengenai penghadap dan saksi (miminum dihadiri ahaag saksi), yaitu (1)
umurnya minimun 18 (delapan belas) tahun atau telehikah, dan (2) cakap
melakukan perbuatan hukum (untuk saksi pengenatrkipalkan oleh dua
penghadap lainnya), terhadap saksi berlaku syambdahan yakni: a. Mengerti
bahasa yang digunakan dalam akta, b. dapat memkauhnda tangan dan
paraf, c. Tidak mempunyai hubungan perkawinan &tsibungan darah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembadi&sajat dan garis ke samping

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris ataLpjfzak.
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Saksi-saksi tersebut harus dikenal oleh Notaris diperkenalkan kepada
Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewgannya kepada Notaris
oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan teidi@mifas dan kewenangan
saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Sedateykalap obyek (kebendaan)
karena menyangkut Bangunan yang berdiri diatatareng lain yang dijadikan
jaminan fidusia, maka kebendaan tanah yang mergagek wajib disetai
pembuktian, meskipun belum mempunyai sertipikat atds tanah atau disebut
juga tanah yang belum terdaftar, bukti-bukti tetdethiuraikan oleh ketentuan

Pasal 23 dan penjelasan Pasal 32 PP Pendaftarah, Teamupa :

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri datiki kepemilikan atas nama
pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apladildersebut kemudian
beralih, bukti peralihan hak berturut-turut samigaitangan pemegang hak pada
waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti uést yang dimaksudkan
dapat, berupa "

a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasafverschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubatatan, bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hiéik; ratau

b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasafverschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakuiy®A sampai tanggal
pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturamertgah Nomor 10
Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

¢) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berat&an Peraturan Swapraja
yang bersangkutan; atau

d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkaer&uran Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959; atau

e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabaigyherwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidiskrgi kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telipenuhi semua
kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f) akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangamy yhioubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Keluraharg ydibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat olehTPRang tanahnya
belum dibukukan; atau

h) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat debe atau sejak mulai
dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahudn; Eau

i) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang y&egwenang, yang
tanahnya belum dibukukan; atau

j) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah gseng tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daeral; ata

k) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitiad Verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor hOnTa961; atau

I) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibledt idantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis denganmaa apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Pasal VI daal R/Il Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.
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“Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkapatidak ada lagi, pembuktian
kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangdisatau pernyataan yang
bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannyaratependapat Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematdu Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara spohétik. dimaksud dengan
saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksiamdagetahui kepemilikan
tersebut.”

“Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adaktidhpat menggunakan
lembagaacquisitive verjaringatauadverse possessipkarena hukum adat tidak
mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lgapang dapat digunakan
untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negafdm pendaftaran tanah,
yaitu lembagarechtsverwerking Yaitu “Dalam hukum adat jika seseorang
selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak jdikan, kemudian tanah itu
dikerjakan orang lain yang memperolehnya deng&adtibaik, maka hilanglah
haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketendi dalam UUPA yang
menyatakan hapusnya hak atas tanah karena dirdantéPasal 27, 34 dan 40
UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini (lembedfatsverwerking”

ljin pemakaian tanah antara pemegang tanah daiilpémnah yang wajib
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis menuPit® Bangunan Gedung,
menjadi acuan awal terjadinya fidusia bangunaner@rperaturan perundang-
undangan mensyaratkan bahawa, hanya obyek tanabas@unan yang belum
terdaftar sehingga belum mempunyai sertipikat hak tanah yang dapat menjadi
obyek Jaminan Fidusia, artinya tanah dan bangueeselut dikecualikan dari
obyek pengaturan Jaminan Hak Tanggungan Atas tdaalBenda-Benda yang
berada diatasnya sebagaimana diatur oleh UU Hagglengan.

Perjanjian pemakaian/penggunaan tanah tersebuj yaemungkinkan
suatu bangunan berdiri dan dijadikan obyek JamiA@ausia, dapat dikatakan
menjadi titik awal perselisihan dari adanya penjamibangunan secara fidusia,
selain dari perselisihan mengenai subyeknya, yhitamana bukan subyek
hukum karena menurut peraturan dan hukum yangkoeeddalah tidak berhak
dan berwenang untuk menjadi terikat dalam menjaankuatu perjanjian.
Sumber pereselisihan lainnya adalah perjanjianit<rekta jaminan fidusia harus
diperhatikan dalam kesepakatan yang dibuat meajddiotentik mediasi.

Isi dan format akta mediasi tidak diatur oleh pa&@n perundang-
undangan, dimana asas-asas hukum perikatan me@bep&doman dengan
kebebasan berkontrak, dengan ketentuan bahwa gelanangan kesepakatan di
dalam akta sebaiknya bersifat final dan mengikagiaj mempunyai kekuatan
hukum eksekutorial, sehingga tanpa suatu putusanka&tetapan pengadilan pun,

pelaksanaan eksekusi melalui akta mediasi menjkepastian hukum.
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